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Bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlul
masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
Bahwa Yayasan Al-Mu’awanah dianggap memenuhi syarat
mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 201
Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas
Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Ja
tentang ljin Operasional Kepada Yayasan Al-Mu'awanah untuk me
Sekolah Luar Biasa Harapan Sakinah ;

Negara Tanggal 4 Juli 1950); :
Undar.g-urdang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikin Nision
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nom
4301); ‘
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahcn daerah (Lembaran
Negara Talun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438),
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 199 tentang Pendidikan Luar Biasa;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan a1
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah  Provinsi dan
Pemerintahan Kabupaten/Kota; J
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang &
Pendidikan Luar Biasa; ]
Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen ,}
Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat
dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
Peraturzn Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2000 teatang Dinas
Daerah Provinsi Jawa Baral (Lembaran Daerah Tahun 2000 Numor 20 Seri D) jo.
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembarar Daerah Tahun
2002 Nomor 9 Seri D) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 5
Tahun 2008 Tanggal 19 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 55); J -
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Baiat No. 24 Tahun 2008, tentang Organi:
dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat; * 4
Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentung Tugas P
Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2009 tent
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu, b o
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Taliun 2009 tentang Tug
Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinal
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2009 lentmg,’]j
Kerju Pelayanan Perijinan Terpadu. " gl
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